PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARA?:'._’ o

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGS§ SERTA
TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNA,KAN

DENGAN RAI—IMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.
b.
C.
Mengingat : 1.
2.

é“’z’”

NOMOR. “* TAHUN 2021 -
TENTANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

GUBERNUR KALIMANTAN BARA’I‘

bahwa berdasarkan Peratman Daerah Ném _r' 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan da‘ﬂ Susunan Pma‘ ""kat
Daerah Proviisi- Kahmantan ‘Barat sebagaim ;
diubah beberapa kah da;n te1a1<:hzr dengan Peraturan
Daerah Nomoa: 5 Tahun 2021 tentang Pérub__

dengan Peraturan Gube:mur, ;fj e

bahwa berdasarkan pertlmbangan
dimaksud dalarn humf a dan hm if b, pe

Pasal 18 ayat (6) Undang«Undang Dasal Negara Rep
Indonesia ’I{‘ahun 1945 SRR e '

Undang- Undang Nomor 25 ’E‘ahun -
Pembentuka_n Daerah Daerah

Nomor 65 Tambahan
Indonesm Nomor 1106)

Lembaran Nega '

A mmm RAT DATHAN
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Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 - tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor _-84,'.‘I‘ambahéia

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015)

sebagaimana telah diubah dengan . Undang-Undang e
Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- =

Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakzm dan

Kesehatan Hewan {Lembaran Negara Republik Indcmesm L R
Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara':.__-__

Republik Indonesia Nomor 5619);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur" : o
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun = =

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubhk :
Indonesia Nomor 5494); C

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang':-‘_:. o
Pemerintahan Daerah (Lembaran . Neﬂara Repubhk.f . S
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 'T‘ambahaﬁ Lembaran-}_ﬂj.'_;'f B
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagannana S
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Unda}:}g-_- S
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja =
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020° Nomor'f P
245, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesmf.-f--'_-_ e

Nomor 6573};

Undang-Undang Nomor 39 'Tahun' 2014 tenta.mg ._-:-f; o
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesna Tal‘mnf_]_' i
2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Repubhk_' S

Indonesia Nomor 5613);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 teniang.;fﬁ._ e
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Il‘ldonesaag‘}'_. e
Tahun 2016 Nomor 114, Tawibshan Lemibaran Negara .
Republik Indonesia Nomor 5887) sebawa;mana telah"f :
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun .
2019 tentang Perubahan -Atas’ Peraturan - Pemermt&h i
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat ‘Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 I\Icn:]r,auor_E 0
187, Tambahan Lembaran Nega1a Repubhk Indonesm{:f '

Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201'7 tentang-f;" :

Manajemen . Pegawai Negeti - Sipil - {Lembaran Negara = .
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan--.}:.i:_ L
Lembaran Negara Republik 111(;1011@813 ‘Nomor | 6037)
sebagaimana telah diubah dengan’ Pera’curan Pemermtahf Shihenan
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pe1ubahan Atas Peraturan = o
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentancf Mm&agemen"_”?{;f_.__-.- =
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repubhk..f*_ L
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaraﬂ"fﬂ,_ i

Negara Republik Indonesia Nomor 647 ’7’) -

HARO PERANCHAT DARRAH
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9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun: @ 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan -
Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah -
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah
diubah beberapa kali dan terakhir dengan -Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 ‘tentang .

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi =~
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan SRR
Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lémbaran Daerah o

Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ~ : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN,

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA -
KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI -

KALIMANTAN BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemer111tahan oleh.

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas S :
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repubhk Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubhk EE L

Indonesia Tahun 1945,

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur. penyelenggara.:
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan: pemermtahan Sl

yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. R
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalzmantan Barat yang o

selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan’ pemermtahan
daerah di bidang pertanian, meliputi sub sektor perkebunan;, petemakaﬂ,
serta sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat vei‘.ermer P

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Petemakan Provmsz - =

Kalimantan Barat.

Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana keglatan tekms operasmnal

dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perkebunan dan R

Peternakan Provinsi Kalimantan Barat.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17

18.

19.

20.

21,

22,
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Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah- profési bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan pexj}anﬂan kerja yang .
bekerja pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN R
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki _;abatan BN

pemerintahan.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan vang berisi fuﬁgbi' daﬂ"
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemermtahan -
dan pembangunan. :

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang mendudukz Jabatan e

Administrasi pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang bei‘isi.'fuhgéi 'dan':f. : L
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang bexdaaarkan padaj__'f-'_;-_

keahlian dan keterampilan tertentu.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang mendudukz Jabatan

Fungsional pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya élarh, Silr'nbéi".f_ S

daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi: daya panen
pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan ' B

.Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tar_}.aman tahunan-_f"_' &y
yang jenis dan tujuan pengelolaannya dztetapkan unt‘uk : __L_zsaha' S

Perkebunan.

Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan / aiau Jasa_ - _f

Perkebunan.

Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan derigan’ Sumber daya flSlk B
Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat Dan Mesm Ve
Peternakan, budi daya ‘Ternak, panen, pascapanen pengolahan S

pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta saiana dan plasalaﬁa S

Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang. berkai‘taﬂ | ciengan_} S
pelindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat,. dan hnglxungan S _ 
serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesegahteraan Hewan, dan- R
peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan kemandman dan” g T

ketahanan pangan asal Hewan.

Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau Sebaglan darl mkius.f'_f_'"_J"._- g
hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, bazk yang dzpehhala L

maupun yang di habitatnya.

Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya dzperuntukan sebagai_-:_:-i_
penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasﬂ 1kutannyaj_ﬁ R

yang terkait dengan pertanian.
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BAB I
KEDUDUEKAN
Pasal 2
Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di - "
bidang perkebunan, peternakan, serta kesehatan heéwan dan kesehatan._ o

masyarakat veteriner sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daiam Pasal 3 Dmas.".:_" : f

menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan program kerja di bidang perkebuﬂan, peternakan,. serta";_- 5
kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; doe

b. perumusan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan- per]111€1ungan"--:f :.:_'  : g
perkebunan, penyuluhan, pengolahan, pemasaran dan pembmaam usaha_:_:_ SRR s
perkebunan, peternakan, serta kesehatan hewan dan _kesehatan-;-z

masyarakat veteriner;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan per}mdungan-'_'_::_'_'_'_ S
perkebunan, penyuluhan, pengolahan, pemasaran dan pembma&m usaha -_;-.j';]:_. e
perkebunan, peternakan, serta kesehatan Thewan - dan _ keseha_t_an L

masyarakat veteriner; _ _ g
d. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bzdang prasarana samna dan":'

perlindungan perkebunan, penyuluhan, pengolahan, pemasaran dan"':_::f .
pembinaan usaha perkebunan, peternakan, serta keseha’tan hewan dan'

kesehatan masyarakat veteriner sesuai ketentuan peraturan perundang—---
undangan; : 3

e. pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang prasaraﬁa, sarana dan- _ Gl
perlindungan perkebunan, penyuluhan, pengolahan, pemasaran. dan'-:_ﬁ A
pembinaan usaha perkebunan, peternakan, serta kesehatan hewan darz-__-._ o

kesehatan masyarakat veteriner;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang. prasarana, sarana. dan"f'--il-_'-'
perlindungan perkebunan, penyuluhan, pengoﬁiahan pemasaran danj R
pembinaan usaha perkebunan, peternakan, serta kesehatan hewan dan S '

kesehatan masyarakat veteriner;

g. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kme; ga, Instansz o o

Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di hngkungan Dmas S

BARG PERANGHEAT DAERANR
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h. pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas; dan

i, pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh
Gubernur di bidang perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Prasarana, Sarana, dan Perlindungan Perkebunan;
d

Bidang Penyuluhan, Pengolahan, Pemasaran, dan Pembinaan Usaha
Perkebunan,;

e. Bidang Peternakan,
f. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
g. Unit Pelaksana Teknis;

(2) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf . a,
mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina,
mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan
dinas di bidang prasarana, sarana dan perlindungan perkebunan, penyuluhan, |
pengolahan, pemasaran dan pembinaan usaha perkebunan, peternakan, serta -
kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala
Dinas mempunyai fungsi :

a. penetapan program kerja di bidang perkebunan, peternakan dan kesehatan
hewan,;

b. perumusan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan perlindungan
perkebunan, penyuluhan, pengolahan, pemasaran dan pembinaan usaha .
perkebunan, peternakan, serta kesehatan hewan dan kesehatan
masyarakat veteriner;

c. penyelenggaraan kegiatan di bidang prasarana, sarana dan perlindungan - .

perkebunan, penyuluhan, pengolahan, pemasaran dan pembinaan usaha
perkebunan, peternakan, serta kesehatan hewan dan kesehatan

masyarakat veteriner-sesuai-ketentuan-peraturarperundang-undangan;
HARO PERANGHAT DABRAH ABISTEN | SEUDA
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d. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang prasarana, sarana dan
perlindungan perkebunan, penyuluhan, pengolahan, pemasaran dan
pembinaan usaha perkebunan, peternakan, serta kesehatan hewan dan
kesehatan masyarakat veteriner;

e. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang prasarana, sarana dan
perlindungan perkebunan, penyuluhan, pengolahan, pemasaran dan _
pembinaan usaha perkebunan, peternakan, serta kesehatan hewan dan._.-
kesehatan masyarakat veteriner;

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;

g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi,
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan
publik di lingkungan Dinas; '

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di -
bidang prasarana, sarana dan perlindungan perkebunan, penyuluhan,
pengolahan, pemasaran dan pembinaan usaha perkebunan, peternakan,
serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

1. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan = . .
perumusan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan perlmdungan ST
perkebunan, penyuluhan, pengolahan, pemasaran dan pembmaan usaha . -
perkebunan, peternakan, serta kesehatan hewan _dan Ie:esehatan

masyarakat veteriner; dan

J. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di b;.dang perkebunan o
peternakan dan kesehatan hewan yang diberikan oleh Gubernur sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dlpimpm'

oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung]awab kepada'f'_ '
Kepala Dinas. '

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan pemmus&n kebljakan di |
bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparamr keuangan S
dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seim uh keglatan R

pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sek‘retm iat g

mempunyai fungsi :
a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja,.-.'_'
monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
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Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dlmaksud S ‘
dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah =
bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaiuas:, ser‘ta-j_ o
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pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan -
evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana ketja,

monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di -
lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, .

monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di -
lingkungan Dinas; '

penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana ketja di- hngkungan
Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; '

pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akun"cablhtas ;
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan
Dinas; - '

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di hngkungan

sekretariat;

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dmas berhenaan S

dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan

tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan

pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang. dlserahkaﬁ oleh o
Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundaﬂg-undangan '

Pasal 11

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahi :
a. Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;

b. Sub Bagian Umum dan Aparatur; dan

¢. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mas:ing—'mésing dl}:nmpm :
oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada :di bawah dan = -

bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Sub '_ k
Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi mempunyai fuﬁgm L

a.

b.

penyusunan rencana kerja Sub Bagian Rencana Kerja, Momtormg dan" '
Evaluasi;

pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebuakan ch bldang T

penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi di Imgkungan Dmas

RARD PERANGHAT DAERAR
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pelaksanaan urusan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan
evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan  fungsi di
lingkungan Sekretariat; :

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesual dengan tugas dan fungsi di
bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi;

pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub
Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;

pemberian saran den pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan

tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan'_' '

evaluasi;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kezj]a,-

monitoring dan evaluasi; dan

pelaksanaan fungsi lain di bidang rencana kerja, monitoring dan - evalu331 o

yang diserahkan oleh sekretaris.

Pasal 14

Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam’ Pasal 11 ayai

(1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan' kebljakan dz A
bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sesuaz

dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimalksud dalam - ?asal 14 Sub

Pasal 15

Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi :

a.
b.

penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;

pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan d1 bzdang RN

umum dan aparatur di lingkungan Dinas;

pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan funﬂm dzﬁ.:._:-”-_

lingkungan sekretariat;

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fung31 di b}da;ng 8 St

umum dan aparatur;

pelaksanaan urusan di bidang umum dan apala‘tur sesuau ketentuan"-.
peraturan perundang-undangan; ' -

pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub P

Bagian Umum dan Aparatur;

pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaa:a dengan :

tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap .:- S

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur dan

pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang dlserahkan“:"'

oleh sekretaris.
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Pasal 16

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1) huruf ¢, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di
bidang keuangan dan aset serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sub
Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang
keuangan dan aset di lingkungan Dinas;

c. pelaksanaan urusan di bidang keuangan dan aset sesuai ketentuan -

peraturan perundang-undangan;

d. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
lingkungan sekretariat;

e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang -
keuangan dan aset;

f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksemaan tugas pada Sub
Bagian Keuangan dan Aset;

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan S |

tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan térhadaj;i'
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset; dan

i. pelaksanaan fungsi lain di bidang keuangan dan aset yang diserahkan oleh
sekretaris.

Bagian Kelima

Bidang Prasarana, Sarana, dan Perlindungan Perkebunan _
Pasal 18

Bidang Prasarana, Sarana, dan Perlindungan Perkebunan _- sebagaimé_ha -
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf ¢, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang .~
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Bidang Prasarana, Sarana, dan Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas =

menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis  di - bidang -
pengembangan prasarana perkebunan, pengembangan sarana perkebunan,
perlindungan perkebunan, serta bertanggungjawab memimpin ' - selurah

kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang prasarara, sdrana; dan

perlindungan perkebunan.

HARG PERANGHAT DABRAH
HUKUM PEMREAKAREA

&

b 12 {

ABIGTEN T BEKDA




-11 -

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam- Pasal 1-19_,'.Bid'aﬁg
Prasarana, Sarana, dan Perlindungan Perkebunan mempunyai fungsi :

a.

b.

penyusunan program kerja Bidang Prasarana, Sarana, dan Perlindungan
Perkebunan,;

penylapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di - "bidax_tx_g'
pengembangan  prasarana  perkebunan,  pengembangan  sarena

perkebunan, dan perlindungan perkebunan;

penyelenggaraan urusan pemerintahan di  bidang - peilgembangén S

prasarana perkebunan, pengembangan sarana @ perkebunan, dan
perlindungan perkebunan sesuai ketentuan peratufaﬁ pemndang. i

undangan;

pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pememntah daerah d1 B -'
bidang pengembangan prasarana perkebunan, pengembangan smana: _-

perkebunan, dan perlindungan perkebunan sesuai ketentuan pera‘turan-'-' .
perundang-undangan; '

pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas- dan fungsz dz bldang':. -
pengembangan prasarana  perkebunan, pengembangan B aarana_;“'_j S

perkebunan, dan perlindungan perkebunan; : |
pembinaan dan pengawasan terhadap pelaks;aﬁaan tugas dan’ i”uﬁgm di.{-:_'.' :

bidang pengembangan prasarana perkebunan, . pengembangan sa:tana_': Rt
perkebunan, dan perlindungan perkebunan sesuai ketentuan perai:uran- R

perundang-undangan;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksaﬂaaﬂ : I_ :
tugas dan fungsi di bidang pengembangan . piasarana perkebunem L

pengembangan sarana perkebunan, dan perlmdungan perkebunan

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dmas berkenaan : |
dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan prasarana perkebunan e

pengembangan sarana perkebunan, dan perhndungan perkebunan dan :

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh- Kepala Dmas ch 31dang::__;.- _. ..
prasarana, sarana, dan perlindungan perkebunan sesual keten‘ituan-;___:_ e

peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Bidang Prasarana, Sarana, dan Perlindungan. Perkebunan sebagalmana_;.f_'_- R

dimaksud dalam Pasal 18, membawahi :
a. Seksi Pengembangan Prasarana Perkebunan;: g
b. Seksi Pengembangan Sarana Perkebunan; dan

c. Seksi Perlindungan Perkebunan.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dzpm';pm o}eh seoremg Kepalaii._:.:i;, :.-.;'-:j:'-:
Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala B1dang_f}f-_ S

Prasarana, Sarana, dan Perlindungan Perkebunan.

HARO PERANGKAT DABRAH ASISTEN T BERDA .
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Pasal 22

Seksi Pengembangan Prasarana Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan
perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan prasarana perkebunan,
serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas -dan -
fungsinya. : '

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Seks1
Pengembangan Prasarana Perkebunan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Prasarana Perkebunan; -

b. pengumpulan, pengolahan bhahan dan perumusan kebijakan teknis: di . |

bidang pengembangan prasarana perkebunan;

c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengembangan - piasarana o
perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangaﬁ, i

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengembangam prasarana..} )
perkebunan; '

e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsz dl o

bidang pengembangan prasarana perkebunan;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bldang berkenaan'_
dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan prasarana perkebunan

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporaﬂ ‘telhaciap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan prasarana'-:zf

perkebunan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengembangan prasa:ana perlxebunan i :_ S

vang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 24

Seksi Pengembangan Sarana Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam: Pazsél_

21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan"__,"'_'_
perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sarana perkebunan SR

serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsmva :

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 D4, Seksz -
Pengembangan Sarana Perkebunan mempunyai fungsi : '

a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Sarana Perkebuﬁan'

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebljakan tekms dl DR

bidang pengembangan sarana perkebunan;

c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengembangan sa_rana:'i
perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundangﬂndaﬂgém

HKARO PERANGHAT DAERAR
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pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang: pengembangan sarana -
perkebunan;

pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fung31 d1 bzdang.'f'- "

pengembangan sarana perkebunan;

pemberian saran dan pertimbangan kepada kepdla b1dang berkenaa.n N
dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan sarana: perl{ebunem

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap'

pelaksanaan tugas den fungsi di  bidang ;ﬁeﬁgémbmwaﬂ ' ﬁm*aﬁaf_ SRR

perkebunan; dan

pelaksanaan fungsi lain di bidang pengembangan sarana perkebunan yang R

diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 26

Seksi Perlindungan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam’ Pasal 21 ayai,'

(1) huruf ¢, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah ‘balian perumusan | o |
kebijakan teknis di bidang perlindungan perkebunan serta mengeﬁdahkan_-_ o

pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Seksr;:--' S

Pasal 27

Perlindungan Perkebunan mempunyai fungsi :

a.
b.

penyusunan rencana kerja Seksi Perlindungan Perkebunaﬁ

pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebzgakm tekms dz'“;__' L

bidang perlindungan perkebunan;

pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang peﬂmdung&m perkebunanf”. :
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; : o

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang perlmdtmgan perkebunan

pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan. fung31 di- bldang:f_ '
perlindungan perkebunan; : e

pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bzdang berkenaan_.l_ |
dengan tugas dan fungsi di bidang perlindungan perkebunan

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan }aporan terhadap;-f" S

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perhndungan perkebunan dan

pelaksanaan fungsi lain di bidang perhndungan perkebunan ya:ag

diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam o
Bidang Penyuluhan, Pengolahan, Pemasaran, dan -
Pembinaan Usaha Perkebumnan =

Pagal 28

Bidang Penyuluhan, Pengolahan, Pemasaran, dan Pembmaan Uséh'é" o
Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, d1p1mpm

oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanbgung jawab
kepada Kepala Dinas.

RKARD PERANGHAT DABRAT
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Pasal 29

Bidang Penyuluhan, Pengolahan, Pemasaran, dan Pembinaan Usaha
Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan
teknis di bidang penyuluhan perkebunan, pengolahan dan pemasaran
perkebunan, pembinaan wusaha perkebunan, serta bertanggungjawab
memimpin  seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang
penyuluhan, pengolahan, pemasaran, dan pembinaan usaha perkebunan.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang

Penyuluhan, Pengolahan, Pemasaran, dan Pembinaan Usaha Perkebunan

mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Penyuluhan, Pengolahan, Pemasaran,
dan Pembinaan Usaha Perkebunan;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan

perkebunan, pengolahan dan pemasaran perkebunan, pembinaan usaha
perkebunan;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penyuluhan perkebunan; -

pengolahan dan pemasaran perkebunan, pembinaan usaha perkebunan -

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah .di -

bidang penyuluhan perkebunan, pengolahan dan pemasaran perkebunan, - |

pembinaan usaha perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan,

e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang

penyuluhan perkebunan, pengolahan dan pemasaran perkebunan,
pembinaan usaha perkebunan;

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di

bidang penyuluhan perkebunan, pengolahan dan p@masararl perkebunan, -

pembinaan usaha perkebunan sesuai ketentuan peraturan per undang—- o

undangan,

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pe}aksa'riaan .
tugas dan fungsi di bidang penyuluhan perkebunan, pengolahan . dan- '
pemasaran perkebunan, pembinaan usaha perkebunan;

h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan -
dengan tugas dan fungsi di bidang penyuluhan perkebunan, pengolahan .
dan pemasaran perkebunan, pembinaan usaha perkebunan: dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang

penyuluhan, pengolahan, pemasaran, dan pembinaan usaha perkebunan . -
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. '
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Pasal 31

(1) Bidang Penyuluhan, Pengolahan, Pemasaran, dan Pembinaan Usaha
Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, membawahi :

a. Seksi Penyuluhan Perkebunan;
b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan; dan
c. Seksi Pembinaan Usaha Perkebunan.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh secorang Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Penyuluhan, Pengolahan, Pemasaran, dan Pembinaan Usaha Perkebunan.

Pasal 32

Seksi Penyuluhan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) -
huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis

di bidang penyuluhan perkebunan, serta mengendalikan pelaksanaan kegatan s

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, .Seksi" |
Penyuluhan Perkebunan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Penyuluhan Perkebunan,;

b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan keb13aka11 teknis d1 '-
bidang penyuluhan perkebunan;

c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penyuluhan perkebunan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang penyuluhan perkebunan,; |

pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan :tugas dan fungsi di
bidang penyuluhan perkebunan;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan o
dengan tugas dan fungsi di bidang penyuluhan perkebunan;.

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhs;.dap.
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyuluhan perkebunan; dan -

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang penyuluhan perkebunan '_yaﬁg
diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 34

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam |

Pasal 31 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan o

kebijakan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran perkebunan, serta
mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

o ELy PERANGHAT DABRAHM
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Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasai 34 861{31 S

Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan mempunyai fung31

a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan- perumusan ke"bgakan iekms d1 i

bidang pengolahan dan pemasaran perkebunan;

c. pelaksanaan urusan pemermtahan di bidang pengolahan da:n pemasaran'_"; i o

perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang—undangan

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang’ pengolahan dan pemasaran@ S

perkebunan;

e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsz df_ : _ i

bidang pengolahan dan pemasaran perkebunan; -

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepaia blﬁa:ng berkenaa:ﬁ_z_':;f
dengan tugas dan fungsi di bldang pengolahan dan pemasarani-_'_;_"_.}__:_

perkebunan;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunaﬁ Iaporan terhadap}':_':.:'_":
pelaksanaan tugas dan fung31 d1 bidang pengolahan dan pemasaran:-}:.f

perkebunan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengolahan daﬁ pemasa:;an perke‘bunanf e

yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 36

Seksi Pembinaan Usaha Perkebunan sebagamﬁana dlmaksud d&lam Pasai 313"’?.} '_
ayat (1) huruf ¢, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebljakang_’j e

teknis di bidang pembinaan ~usaha - perkebunan, seﬁca mengendahkan}f}_ﬁ':
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan- fungsu*lya :

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 36 Seksi{'_';f;".'z

Pembinaan Usaha Perkebunan mempunyai fungsz

a. penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan Usaha Pefkebunan

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan pezumusan keba;akan tekms dz

bidang pembinaan usaha perkebunan;

¢. pelaksanaan urusan pemerintahan ‘di bzdang pembmaan usaha’

perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dz bldang pembmaan usaha}.f:-'-”ff.=ﬁ': o

perkebunan;

e. pengendalian dan pengawasan terhadap peiaksanaan tugas da:n tungs:t d:e"_-j};;:jﬁ_-f :

bidang pembinaan usaha perkebunan;

f.  pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bldang beikenaan’;;_

dengan tugas dan fungsi di bidang pembmaan usaha perkebunan
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g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap'
pelaksanaan tugas dan fungsi di Dbidang pembinaan’ usaha .
perkebunan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pembinaan usaha pezkebunan yang -

diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh
Bidang Peternakan

Pasal 38

Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayaf'.'(l) ‘huruf e, R

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan’ -
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. ' B

Pasal 39

Bidang Peternakan mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyelenggarakan : o
perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di b}dang penyedzaan cian'-_: o
produksi peternakan, pengawasan dan penataan kawasan peteinakan ‘bina i
usaha dan kelembagaan, serta bertanggungjawab memimpin- selumh keglaian R

pelayanan dan administrasi di bidang peternakan.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang’:_}'
Peternakan mempunyai fungsi : ' '

a. penyusunan program kerja Bidang Peternakan; : R
b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis d1 bidang penyecizaan .

dan produksi peternakan, pengawasan dan penataan kawasan petemakan,'f-:_ :

bina usaha dan kelembagaan;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penyedzaan dan produks; e
peternakan, pengawasan dan penataan kawasan petemakan bina usaha G

dan kelembagaan sesuai ketentuan peraturan pemndang—undangan o
d. pelaksanaan kegiatan di bidang pembibitan ternak dan pakan ternak,.'f

pengembangan dan penyediaan pembibitan ternak unggul. di Provmsz:':._.-:’_._I___".“' L
Kalimantan Barat, laboratorium pengujian mutu - pakan ternak, dan

penyediaan pakan ternak yang berkualitas sesuiai ketentuaﬂ peraturan o
perundang-undangan; '

e. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemermtah dae.lah ch;.__; :
bidang penyediaan dan produksi peternakan, pengawasan dan penataan* s
kawasan peternakan, bina usaha dan kelembagaan sesuai - keteniuan" '

peraturan perundang-undangan;

f. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungs1 d1 bzdang:'_--';ﬁg

penyediaan dan produksi peternakan, pengawasan dan perlataan kawasan | R

peternakan, bina usaha dan kelembagaan
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g. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang penyediaan dan produksi peternakan, pengawasan dan penataan
kawasan peternakan, bina usaha dan kelembagaan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang penyediaan dan produksi peternakan,
pengawasan dan penataan kawasan peternakan, bina usaha dan
kelembagaan;

i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang penyediaan dan produksi peternakan,

pengawasan dan penataan kawasan peternakan, bina usaha dan
kelembagaan; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang
peternakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pagal 41

(1) Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, membawahi :.

a. Seksi Penyediaan dan Produksi Peternakan;

b. Seksi Pengawasan dan Penataan Kawasan Peternakan; dan

¢. Seksi Bina Usaha dan Kelembagaan, R S
(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oléii’ééérai‘z'g Kepala B

Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bzdang -
Peternakan. '

Pasal 42

Seksi Penyediaan dan Produksi Peternakan sebagaimana dlmaksud dalam -~ -
Pasal 41 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahari- :
kebijakan teknis di bidang penyediaan dan produksi petemakan : serta o
mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsmya 8

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Seks1 Ll
Penyediaan dan Produksi Peternakan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Penyediaan dan Produksi: Peternakan S

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan keszakan tekms dif
bidang penyediaan dan produksi peternakan; '

c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penyediaan dan produk31 i
peternakan sesuai ketentuan peraturan per undaﬁg~u11dangan
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Seksi Pengawasan dan Penataan Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud -~
dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan: mengolah“-';_ SR
bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan penataan  kawasan -
peternakan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas s

_19_

pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, pedoman teknis operasional, |
dan fasilitasi di bidang pemanfaatan kawasan peternakan, padang
penggembalaan dan pengelolaan air, serta diseminasi teknologi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan pengelolaan data sebagai bahan penyusunan perencanaan
kebutuhan kawasan peternakan, padang penggembalaan dan pengelolaan
air, serta diseminasi teknologi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

pelaksanaan identifikasi, pengelolaan data potensi kesesuaian agro
ekosistem sebagai bahan penyusunan perencanaan penetapan peta potensi
pengembangan kawasan dan usaha, serta usulan penetapan tata ruang
peternakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan analisis kawasan peternakan dan dukungan kerjasama
pengembangan peternakan dengan mengoptimalkan = sumber ‘daya

peternakan lintas kabupaten, diseminasi, pemantauan dan evaluasi .
pengembangan teknologi, optimalisasi alat dan mesin untuk usaha

peternakan, serta pengembangan teknologi di bidang penyediaan dan -

produksi peternakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauéii S
terhadap permohonan, realisasi bantuan keuangan serta hibah/barntuan

sosial pada Seksi Penyediaan dan Produksi Peternakan:

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang ﬁéﬁyéﬂiaam dan pf'@dukm B

peternakan;

pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungSI d1

bidang penyediaan dan produksi peternakan;

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan - i .
dengan tugas dan fungsi di bidang penyediaan dan produk51 peternakan, o e

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan telhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyediaan dan prcciukm )
peternakan; dan '

pelaksanaan fungsi lain di bidang penyediaan dan produk51 pet@rnakaﬁ': ) ..

yang diserahlkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 44

dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam- Pasai 44 Sek31 i

Pasal 45

Pengawasan dan Penataan Kawasan Peternakan mempunyai fungm

&.

b.

penyusunan rencana kerja Seksi Pengawasan dan Pena‘taan Kawasaﬂ'
Peternakan; :

pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebgakan ‘i:elmls dz
bidang pengawasan dan penataan kawasan petemakan :
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pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan penataan
kawasan peternakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengawasan dan penataé:m
kawasan peternakarn;

pelaksanaan pengawasan kualitas mutu semen beku di Depo Provinsi dan =

Depo Kabupaten/Kota, peredaran dan pendistribusian Straw = ke

Kabupaten/Kota dalam rangka menjamin layanan Inseminasi Buatan

sesuai perwilayahan kawasan pengembangan ternak .yang . telah
ditentukan, mutu Day Old Chicken di Breeding Farm, bibit ternak

ruminansia, non ruminansia, unggas dan aneka ternak di pos - lintas e
ternak, pengadaan, peredaran, penggunaan dan standar mutu pakan_.f ST
konsentrat dan hijauan pakan ternak, serta layanan Inseminasi Buatan R
dan kawin alam di wilayah pengembangan kawasan peternakan sesua1 o

ketentuan peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan penelaahan dan pengkajian plasma nutfah di daerah untuls: _
diusulkan dan ditetapkan oleh Menteri Pertanian, ‘penelaghan -

pengembangan wilayah introduksi Inseminasi Buatan, hasﬂ ‘penerbitan - -
surat kewenangan sebagal petugas Inseminasi Buatan,: penierzksaar; Lo
kebuntingan, embrio transfer, selektor dan pengawas miutu’ bibit: ternak,
wilayah penyebaran dan pengembangan ternak, serta’ penelahaan - -
ketercukupan Puskeswan dan Pos Inseminasi Buatan  sesuai- kuiena SRR
satuan ternak yang harus terlayani di kawasan' petemakan sesual .

ketentuan peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan penelaahan kemampuan Sumber Daya Manusrta peternakan ST
di lokasi kawasan (peternak dan pengurus) terkait- aspek mana;emen o
organisasi, pemanfaatan teknologi dan informasi, serta penguatan kendah SR
produksi, sinergitas pengelolaan penganggaran kawasan antara. APBN, =~ - -
APBD I, APBD 1I, Swasta, BUMN/BUMD, - masyalakat ploduk;f;' -
olahan/turunannya atau produk lainnya selain produk : utama untuk o
meningkatkan nilai ekonomi di kawasan yang . dxkembangkan sert& o

penelaahan rancangan teknis dan pengumpulan data (database) bag1 S

pelaksanaan kegiatan dan program pengelolaan lahan '3811 pengembangan.f

areal sesuai keternituan peraturan pemndang—undaﬂgan

pelaksanaan penelaahan pola penyebaran dan pengembangan peternaka:t‘l”-_i_}_'_'": R
terintegrasi dengan sub sektor lain, pemanfaatan lahan dan air untukf_
usaha peternakan di wilayah kawasan peternakarn, - mengkaji penataan
kawasan peternakan, identifikasi dan penetapan kawasan pet&rnakan S

menyiapkan bahan pembinaan analisa potensi mlayah dan tata’ mangf':

kawasan peternakan, serta penelaahan dan- pene‘capan padz—mg'g-,'_._

penggembalaan peternakan sesuai ketentuan peraturan perundang'_' ’
undangarn;

pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas da‘ﬂ fuﬁgSI ch bldan g S

pengawasan dan penataan kawasan peternakan;

pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala b1dang beﬂ{enaanji' e

dengan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan. pena‘taaﬂ kawasaﬂ 5
peternakan; R '

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laperan terhadap TR

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan penataaﬂn':.- :
kawasan peternakan; dan '

pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasar dan pena‘caan kawasa.n'3 e |

peternakan yang diserabkan oleh Kepala Bidang
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Pasal 46

Seksi Bina Usaha dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pééal%jl'

ayat (1) huruf ¢, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan ké?ﬁj’akain B

teknis di bidang bina usaha dan kelembagaan, serta mengendahkm
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsmya : '

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daiam Pasai 46 Seksi i

Pasal 47

Bina Usaha dan Kelembagaan mempunyai fungsi :

e

penyusunan rencana kerja Seksi Bina Usaha dan Keiembagaan

pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan keb:gakan te*kms dx e .

bidang bina usaha dan kelembagaan;

pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang bina usaha dan I{elembagaan"_{--_ o et

sesual ketentuan peraturan perundaﬁg-undangan

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang bma usaha daﬂf".u

kelembagaan;

pelaksanaan penelaahan hasil pemasukan dan pengeluafan bibzt temnak, '

ternak, Produk Asal Hewan (PAH) dan produk olahan r'peji;emakah}_&além_z'g' e

rangka mendukung ketersediaan dan kebutuhan 'parig'aﬁ 'asal' "hé'wci'n'z.:"_'--’ o
untuk pemenuhan protein hewani masyarakat dan perhndungan telhadap' o T
peternak maupun konsumen, pelayanan penerbztan pertimbangan telmls:ff: . :
pemasukan dan pengeluaran sebagai syarat administrasi ‘rekomendasi
pemasukan dan pengeluaran bibit ternak, ternak, Produk Asai Hewan'_i:."' '-:: s
(PAH) dan produk olahan peternakan dari dan keluar Daerah oleh Dmas'. _- e
Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kahmantan Barat sesuaz ketemuan'_f SRR

peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan inventarisasi usaha dan kelembawaan peternakam famhtasz'g'f:_:-'_'.-__'__;"-_;'_'_' e
dan pembinaan permodalan dan kredit usaha petemakaﬂ, selta-i'_.’"_:_""_
pengawasan pengembangan usaha dan keiembagaan peternakan sesum:-:-':. i

ketentuan peraturan perundang-undangan;

pengendalian dan pengawasan pelaksanaan’ mfras dan fungSI d1 bzdang.'j:._"-_'_-"_'.-.'_:"".

bina usaha dan kelembagaan;

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepaia Bu:ianff berkenaan?;_}_:--:_._5_";":;;_3_ -

dengan tugas dan fungsi di bidang bina usaha dan Iaelembagaan,

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan lap{)ran terhadap._-“_'i{f-_ '5' g
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bina usaha dan kelembaga&n d&n IR

pelaksanaan fungsi lain di bidang bina usaha dan. ke}embagaan yang- S

diserahkan oleh Kepala Bidang.
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Bagian Kedelapan
Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 48

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf {, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 49

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai
tugas menyiapkan bahan, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan,
pengawasan obat hewan dan kelembagaan veteriner, kesehatan masyarakat :
veteriner, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan

administrasi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner..

Pasal 50

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bidang
Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi ;-

a. penyusunan program kerja Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan

Masyarakat Veteriner; _
b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan =
dan pemberantasan penyakit hewan, pengawasan obat hewan  dan -
kelembagaan veteriner, serta kesehatan masyarakat veteriner; '

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan -
pemberantasan penyakit hewan, pengawasan obat hewan dan.
kelembagaan veteriner, serta kesehatan masyarakat vetei“iner sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. penyelenggaraan legalisasi otoritas veteriner di bidang kesehatan hewan
dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; '

e. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di '_
bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pengawasan obat
hewan dan kelembagaan veteriner, serta kesehatan masyarakat veterivier
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f.  pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang
pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pengawasan obat hewan .
dan kelembagaan veteriner, serta kesehatan masyarakat veteriner;

g pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pengawasan obat -
hewan dan kelembagaan veteriner, serta kesehatan masyarakat veteriner -
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan; '
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h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan -
tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit
hewan, pengawasan obat hewan dan kelembagaan veteriner, serta
kesehatan masyarakat veteriner;

i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan
penyakit hewan, pengawasan obat hewan dan kelembagaan veteriner, serta
kesehatan masyarakat veteriner; dan

J.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang
kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

(1) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, membawahi :

a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
b. Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Kelembagaan Veteriner; dan
c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 52

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan sebagaimana @
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan
mengolah bahan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pemberantasan -

penyakit hewan, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan -

tugas dan fungsinya.

Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Seksi S

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit -
Hewan;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di

bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan; |
c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan

pemberantasan penyakit hewan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

d. pelaksanaan penelaahan hasil penilaian resiko penyakit hewan melahii :
kegiatan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan, pemetaan

penyakit hewan menular, dan pengamatan Penyakit Hewan Menular

Strategis/Zoonosis (PHMS/Z), pembebasan Penyakit Hewan Menular -

Strategis lintas Kabupaten/Kota dalam upaya penjaminan status
kesehatan hewan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
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pelaksanaan pengawasan penanggulangan daerah terdampak wabah
penyakit hewan menular melalui pencegahan dan penanganan dini
Penyakit Hewan Menular Strategis/Zoonosis, pengawasan atas penerapan
persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan
sebagai upaya pencegahan penularan penyakit hewan sesuai kewenangan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan pengendalian resiko dan penanggulangan penyakit hewan
dan zoonosis melalui komunikasi, informasi dan edukasi penyakit hewan
kepada masyarakat serta tindakan preventif terhadap penyakit hewan
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pencegahan dan
pemberantasan penyakit hewan,;

pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan
penyakit hewan,

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan ’
penyakit hewan; dan

pelaksanaan fungsi lain di bidang pencegahan dan pemberantasah |
penyakit hewan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 54

Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Kelembagaan Veteriner sebagaimaﬁa '
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan
mengolah bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan obat hewan dan

kelembagaan veteriner, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Seksi
Pengawasan Obat Hewan dan Kelembagaan Veteriner mempunyai fungsi :

a.

b.

penyusunan rencana kerja Seksi Pengawasan Obat Hewan dan.
Kelembagaan Veteriner;

pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis ‘di
bidang pengawasan obat hewan dan kelembagaan veteriner;

pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat hewan dan 3
kelembagaan veteriner sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan penelaahan fasilitasi pemenuhan komitmen  penerbitan izin -

usaha pengecer obat hewan melalui kegiatan pengawasan peredaran obat

hewan, fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunaﬁ ;

laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dalam

peningkatan kelembagaan veteriner, penelaahan pemeliharaan rumah
sakit hewan dan pos pemeriksaan kesehatan hewan dalam rangka

penguatan kelembagaan veteriner sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;
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penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Obat Hewan dalam

rangka perizinan usaha obat hewan di distributor, pengawasan
pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan dan
penindakan atas penyimpangan penyediaan dan peredaran obat hewan,
pengawasan izin usaha obat hewan dalam rangka pengawasan peredaran
obat hewan, pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan di perbatasan
lintas daerah provinsi untuk pencegahan penularan penyakit dalam 1
(satu) daerah provinsi dalam rangka penguatan kelembagaan otoritas

veteriner, peningkatan sumber daya serta kemampuan medzk dan -

paramedik veteriner sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; -

pengawasan pemasukan/pengeluaran produk hewan di pezbatasan lintas

daerah provinsi sebagai upaya pelayanan dan penjaminan keamanan
produk hewan dalam rangka peningkatan kelembagaan vetermer sesua;.
ketentuan peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengawasan obat . hewan
dan kelembagaan veteriner;

pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsa di bldang' "

pengawasan obat hewan dan kelembagaan veteriner; :
pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bldang berkenaan o

dengan tugas dan fungsi di bidang pengawasan obat h evan dan-'- AR

kelembagaan veteriner; T
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan Iaporan te1hadap -

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan obat hewan da:a _':

kelembagaan veteriner; dan

pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan obat hewan dan :
kelembagaan veteriner yang diserahkan oleh Kepala Bidang. - '

Pasal 56

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dzmaksud dalam Pasal 51 L

ayat (1) huruf ¢, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahaﬂ kebxgakan'- _'3 o
teknis di bidang kesehatan masyarakat veteriner, serta mendendalﬁxanf:- SRR

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsmya

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pz—:zsal 56 Seksi'_':'__:_.. .

Pasal 57

Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi :

a.
b.

penyusunan rencana kerja Seksi Kesehatan Masyarakat Veteuner g

pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan” kebgakan teknis dz"-:'-'f:

bidang kesehatan masyarakat veteriner;

pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesehatan masyaiakat_

veteriner sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - T
penelaahan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukaﬁ / pengeluaran' :

produk hewan, persyaratan penerbitan sertifikasi unit: useha produk['_”;_ L
hewan (NKV), persyaratan penerbitan sertifikasi keamanan pl oduk hewan e
kompetensi petugas penilai penerapan persyaratan tekms sebagau upaya L
pelayanan dan jaminan keamanan produk hewan, serta’ penelahaan hasﬁ_j_"_ 5
penerapan kesejahteraan hewan sebagai upaya menmgkatkaﬁ produks1 R
produktifitas dan daya saing produk sesuai ketenman pemturan RS

perundang-undangan;
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e. pengawasan penerapan persyaratan teknis sertifikasi unit usaha ‘produk -
hewan (NKV), dan penanganan atas pelanggaran kesejahteraan hewan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kesehatan masyarakat

veteriner;

g. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan- fungm di b1dang
kesehatan masyarakat veteriner;

h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala B1da1‘1g bezkeﬁaaﬂ' -

dengan tugas dan fungsi di bidang kesehatan masyarakat veteriner;

i, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan _terhadép

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesehatan -masyarakat

veteriner; dan

J.  pelaksanaan fungsi lain di bidang kesehatan masyarakat veteriﬁei".yalig
diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 58

(1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasai 5. asfat (1) : TR
huruf g, dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan tekms operasmna} SRR R

atau kegiatan teknis penunjang Dinas.

(2} Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dlplmpm oieh - s L
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung;awab kepada _

Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 59

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta ’I‘ata Kema Umt : : . o
Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesual S

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Sl
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan F ul’zgsiOﬁaI

Pasal 60

(1} Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah daﬂ beztanggungi;{l'..:'
jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan- Tinggi Pratama, Pejabat =
Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaltan dengan .

pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan 3enjangnya sesuax'.f'_'
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan- pelayaﬁafl”:ﬂ_’ _
fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan- e

peraturan perundang-undangan.

(3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan:_f'._-t Gy

peraturan perundang-undangan.
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BAB 1V
KEPEGAWAIAN

Pasal 61

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai ASN
yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN
yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas memperhatikan syarat
dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. .

(4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi

Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan Dinas disusun sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

(1) Pengangkatan melalui penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam .

Jabatan Fungsional di lingkungan Perangkat Daerah dilakukan Séteiah
mendapat penetapan atau persetujuan dari kementerian terkait Sesua-u
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan maupun penghapusan
Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan -
Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dengan Keputusan Kepala
Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-urndangan. |

{(3) Rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan '
keglatan Koordinator Kelompok Jabatan PFungsional @éb&gmmma' .
dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan . Kepala :
Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA DAN LAPORAN
Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 63

(1) Kepala Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi,

mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada .
bawahannya.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat -
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, = integrasi dan
sinkronisasi, baik di lingkungan Dinas maupun antar Perangkat Daerah
lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Kepala Dinas dan seluruh Pejabat wajib melaksanakan fungsi pengawasan
di lingkungan Dinas dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan
untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kedua

Laporan
Pasal 64

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan
memberikan penjelasan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
perihal kebijakan yang ditetapkan.

Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Pejabat di lingkungan Dinas wajib mematuhi kebijakan yang
ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas serta
memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-
masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 65

Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya
bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66

Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Dinas ditetapkan oleh
Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gubernur melalui Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang
organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan
organisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan -
pembinaan dan pengendalian organisasi Dinas sesuiai ketentian peraturan
perundang-undangan.

(4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh Pejabat
Administrasi dan Pejabat Fungsional berpedoman pada Kketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawai ASN yang

melaksanakan tugas pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimaritan Barat serta =

Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Unit Pelaksana Teknis di
lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat serta Dinas Pangan,
Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat . tetap
melaksanakan tugasnya sepanjang belum ada penugasan yang baru daﬂ'_-
Pejabat Pembina Kepegawaian. "

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubemur Nomor o

116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsz R

serta Tata Kerja Dinas Perkebunan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat]'i'._ - _
Tahun 2016 Nomor 116) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan teaakhlr R
dengan Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua - : o

Atas Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedud_ukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas -P(_éﬂ'{ébuﬁan L

Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun

2019 Nomor 97) serta segala ketentuan yang mengatur hal yang”s"ama;:dah M

bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini, dicabut dan dmyatakan tldak-- o '_ T

berlaku.

HARC PERANGHAT DAERAR ASIETER § SREDA
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Pasal 69

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi

Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal Wit 10P)
) GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, £

.
4
L]

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal (o ver LOTL

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

T

A.L. LEYSANDRI

gL
p

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR
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